Menimbang

Mengingat

DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 229 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan
Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 diperlukan adanya
klasifikasi atas informasi yang dikecualikan;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

i1.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang
Layanan Informasi Publik;

Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan;

Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang
Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN,

Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Kepala Dinas ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 30 )uL! 2621

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH K, BUKOTA/JAKARTA

IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

. Plt.Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta

. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
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KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
P 232 Tahun 2021
Tanggal : 3¢ QC Li 9501

Nomor

No.

Informasi

Dasar Hukum Pengecualian
Informasi

Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik.

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu

Data pribadi pelaku seni budaya
seperti biodata lengkap termasuk
sidik jari, keterangan cacat fisik,
iris mata, tanda tangan, dan
elemen data lainnya yang
merupakan aib seseorang

. Pasal 17 huruf h angka 4

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

. Pasal 84 Undang-Undang Nomor

24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,;

. Pasal 85 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
dan

. Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 60

Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

a. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi
seseorang; dan

b. Dapat menimbulkan
gugatan dari pemilik
data pribadi yang
bersangkutan.

Melindungi data dan
informasi pribadi
penduduk

Terbuka apabila
mendapat persetujuan
tertulis dari yang
bersangkutan
(berdasarkan Pasal ayat
2 huruf a Undang
Undang Nomor 14
tahun bersangkutan.
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik)




Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik

No. Informasi . : . Jangka Waktu
[nformasi Dibuka Ditutup

2 | Data pribadi pemohon/badan Pasal 17 huruf a dan hurufh a. Dapat mengungkap Melindungi data dan Paling lama 30 tahun
usaha pada dokumen Undang-Undang Nomor 14 Tahun rahasia pribadi informasi pribadi atau terbuka apabila
pendaftaran cagar budaya 2008 tentang Keterbukaan seseorang; seseorang mendapat persetujuan

Informasi Publik b. Dapat menimbulkan tertulis dari yang

penyalahgunaan data bersangkutan
informasi pribadi (berdasarkan Pasal 18
seseorang; dan ayat (2) huruf a

¢. Dapat menimbulkan Undang-Undang Nomor
gugatan dari pemilik 14 Tahun 2008 tentang
data pribadi yang Keterbukaan Informasi
bersangkutan. Publik)

3 | Data pribadi pengusul Warisan Pasal 17 huruf h Undang-Undang | a. Dapat mengungkap Melindungi data dan Terbuka apabila
Budaya Takbenda Provinsi DKI Nomor 14 Tahun 2008 tentang rahasia pribadi Informasi pribadi mendapat persetujuan
Jakarta Keterbukaan Informasi Publik seseorang; seseorang tertulis dari yang

b. Dapat menimbulkan bersangkutan
penyalahgunaan data (berdasarkan Pasal 18
informasi pribadi ayat (2) huruf a
seseorang; dan Undang-Undang Nomor

c. Dapat menimbulkan 14 Tahun 2008 tentang

gugatan dari pemilik
data pribadi yang
bersangkutan.

Keterbukaan Informasi
Publik)

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001




